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ABSTRAK

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat
terhadap jalur hijau di bantaran sungai. Dalam konteks pengelolaan sampah dan lingkungan,
seperti yang terjadi di bantaran sungai musi, pemerintah desa perlu memberikan program yang
kontinyu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki kebiasaan yang
baik dalam pemanfaatan sungai secara efektif dan bijaksana.

Pemerintah desa juga dapat membina dan meningkatkan tenaga lokal desa yang memiliki
kompetensi dalam pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan untuk membangun kesadaran
kritis, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan terhadap upaya kesehatan bersumberdaya
masyarakat, termasuk kesadaran terhadap lingkungan di sekitar jalur hijau di bantaran sungai.
Dengan demikian, pemerintah desa dapat memainkan peran yang signifikan dalam mengubah
paradigma masyarakat terhadap jalur hijau di bantaran sungai, sehingga tercipta lingkungan yang
lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Desa, Kesadaran masyarakat.
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1 Latar Belakang Masalah

Jalur hijau di Indonesia adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya
yang terletak di dalam Ruang Milik Jalan (RUMIJA) maupun di dalam Ruang Pengawasan Jalan
(RUWASJA). Jalur hijau termasuk ke dalam ruang terbuka hijau publik bersama dengan taman
kota, taman pemakaman umum, pantai, dan sungai. Ruang terbuka hijau yang populasinya
didominasi oleh penghijauan baik secara alamiah atau budidaya tanaman, dalam pemanfaatan dan
fungsinya adalah sebagai areal berlangsungnya fungsi ekologis dan penyangga kehidupan wilayah
perkotaan. Penataan ruang terbuka hijau secara tepat akan mampu berperan meningkatkan kualitas
atmosfer kota, penyegaran udara, menurunkan suhu kota, menyapu debu permukaan Kkota,
menurunkan kadar polusi udara, dan meredam kebisingan. RTH kota memiliki peranan sebagai
penunjang tata guna dan pelestarian air, penunjang tata guna dan pelestarian tanah, serta penunjang
pelestarian plasma nutfah.

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat
terhadap jalur hijau di bantaran sungai. Dalam konteks pengelolaan sampah dan lingkungan,
seperti yang terjadi di bantaran sungai musi, pemerintah desa perlu memberikan program yang
kontinyu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki kebiasaan yang
baik dalam pemanfaatan sungai secara efektif dan bijaksana. Selain itu, pemerintah desa juga dapat
membina dan meningkatkan tenaga lokal desa yang memiliki kompetensi dalam pendidikan
kesehatan atau promosi kesehatan untuk membangun kesadaran Kritis, advokasi, kemitraan, dan
pemberdayaan terhadap upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, termasuk kesadaran

terhadap lingkungan di sekitar jalur hijau di bantaran sungai. Dengan demikian, pemerintah desa
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dapat memainkan peran yang signifikan dalam mengubah paradigma masyarakat terhadap jalur
hijau di bantaran sungai, sehingga tercipta lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Di desa makarti jaya bantaran sungai termasuk jalur hijau yang dipakai masyarakat dalam
sebagai penopang kehidupan sehari hari Bantaran sungai bisa dimanfaatkan dengan berbagai cara,
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Di Indonesia, kita bisa melihat berbagai contoh
pemanfaatan bantaran sungai, seperti untuk irigasi, perikanan, pariwisata, konservasi, dan lain-
lain.

Menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata
ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang
luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan
bahwa luas RTH dialokasikan 10% untuk RTH privat dan 20% lainnya untuk RTH publik.
Sedangkan bantaran sungai, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1997 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional pasal 34 ayat 5 dan Undang-Undang (UU)
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 5 ayat 2 merupakan kawasan terbuka hijau
yang dilindungi.

Penelitian mengenai kajian sempadan sungai pernah dilakukan oleh Maryono (2009)
mencangkup sungai-sungai yang ada di Provinsi Yogyakarta yaitu Sungai Progo, Sungai Opak,
Sungai Oyo, Sungai Winongo, Sungai Code, dan Sungai Gajah Wong dengan melihat aspek
sempadan sungai pada bagian hulu,tengah dan hilir sungai. Dalam penelitian Maryono (2009)
didapatkan hasil berupa lebar sempadan sungai dengan beberapa klasifikasi, mulai dari sungai
bertanggul maupun sungai tak bertanggul dengan acuan luas DAS pada sungai yang

ditinjau.Terdapat juga klasifikasi lebar sempadan sungai yang terpengaruh pasang surut dan
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tsunami, dimana untuk penentuan lebar sempadan sungai yang terpengaruh pasang surut dan
tsunami perlu dilakukan penelitian khusus pada daerah tersebut. Pengelolaan pemukiman di
sekitaran bantaran sungai harus dikelola dengan baik, agar pemukiman yang ada di sekitar
bantaran sungai tidak menggangu aliran sungai yang ada. Menurut Ferianda dan Setiawan (2016)
menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap ketidaksesuian
penggunaan sempadan sungai. Faktor-faktor tersebut yaitu, ketersediaan fasilitas di sekitar lokasi
sempadan sungai, keamanan lokasi, tingginya tingkat pendapatan di daerah perkotaan, jumlah
kesempatan kerja dan kedekatan terhadap tempat kerja.

Dalam penelitian Sunarhadi et al. (2015) penentuan lebar sempadan sungai di daerah
Kabupaten Sukoharjo menetapkan untuk lebar sempadan sungai dibagi menjadi 2 jenis, yaitu
sempadan mutlak dan sempadan penyangga, untuk lebar sempadan sungai sendiri merupakan
kumulasi dari sempadan mutlak dan sempadan penyangga. Sempadan mutlak merupakan
pelarangan mutlak terhadap penggunaan lahan pada jarak 0 (nol) meter hingga suatu batas tertentu.
Sedangkan untuk sempadan penyangga hanya didasarkan pada kemampuan lahan dan telah
diimplementasikan dengan dikembangkannya sempadan sungai. Sempadan sungai seharusnya
bukan merupakan tempat untuk didirikan bangunan guna pemukiman warga. Tetapi jika dilihat
pada kondisi yang ada banyak warga masyarakat yang mendirikan bangunan di sekitaran
sempadan sungai yang dijadikan tempat tinggal. Dalam penelitian Mulyandari (2011) yang
meneliti tentang beberapa sungai yang berada di Yogyakarta dengan berbagai peraturan yang ada,
pada sungai Gajah Wong kawasan terpadat dari bantaran sungai yang ada terdapat pada daerah
Kabupaten Sleman. Pada bantaran sungai Gajah Wong sendiri telah terdapat berbagai bangunan

penduduk baik bangunan permanen maupun non-permanen. Dengan kepadatan pemukiman yang
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ada, akses masuk hanya berupa lorong-lorong yang dapat dilalui oleh pejalan kaki, sepeda maupun
sepeda motor. Bangunan- bangunan tersebut selain sebagai tempat tinggal juga dijadikan tempat
penghasilan warga dengan menjadikannya sebagai kios. Dalam penelitian ini dilakukan kajian
tentang lebar sempadan sungai dengan beberapa peraturan diantaranya, Peraturan Pemerintah No.
38 Tahun 2011 tentang sungai, Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 tentang pengelolaan
daerah aliran sungai dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau. Untuk
penelitian ini cakupan wilayah hanya berada pada Sungai Gajah Wong dan tinjauan aspek
sempadan sungai berada di semua DAS sungai Gajah Wong. Penyusunan penelitian ini dilakukan
dengan menentukan wilayah sempadan sungai yang berpotensi terjadi luapan air sungai. Metode
yang digunakan dalam penelitian untuk menentukan wilayah sempadan sungai yang berpotensi
terjadi genangan air sungai adalah dengan pengumpulan data dan melakukan pemodelan DAS
sungai Gajah Wong menggunakan software ArcGIS 10.2.
Tabel 1

Rekapitulasi data penduduk Bantaran Sungai Musi
Kecamatan makarti Jaya Kabupaten Banyuasin

No Nama Panjang Hunian Keterangan
sungai Sungai
1 Sungai 2500 meter laki laki 57 Jiwa | berada di kecamatan
Musi perempuan 36 | Makarti jaya Desa
Jiwa pangestu  Kabupaten
Banyuasin

Sungai merupakan salah satu sumber daya air yang mempunyai manfaat dan peran yang
sangat penting bagi kehidupan manusia. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan sepadan sungai
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dan garis sepadan danau menjelaskan bahwa sungai adalah alur atau wadah alur air alami dan/ atau
buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara,
dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sepadan.

Menurut Mulyandari, 2011, berdasarkan kontribusinya terhadap air tanah, sungai
dibedakan menjadi :
1.  Effluent Stream (Sungai effluent)

Sungai ini merupakan sungai yang tidak mencemari sumur-sumur warga yang berada di
sekitarnya, hal ini di sebabkan karena sungai dapat imbuhan air dari air tanah bukan dari sumur-
sumur warga dan sumur warga memberikan air ke sungai yang ada. Permukaan air tanah lebih
tinggi dibandingkan dengan permukaan sungai tersebut.

2. Inffluent Stream (Sungai Inffluent)

Inffkuent Stream (Sungai Inffluent) merupakan sungai yang dapat mencemari sumur warga
sekitar, hal ini di sebabkan sungai memberikan imbasan kepada sumur-sumur sekitar sungai.
Permukaan air tanah lebih rendah dibandingkan dengan permukaan air sungai. Menurut Peraturan
Menteri Nomor 63 Tahun 1993, sungai dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sungai besar dan
sungai kecil. Dalam Peraturan Menteri 63/1993 dikatakan sungai besar jika memiliki luas DAS
lebih dari 500 km2 ( DAS > 500 km2) sedangkan untuk sungai kecil memiliki luas DAS kurang

dari 500 km2 (DAS < 500 km2).

2. Garis Sempadan Sungai
Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan sempadan sungai dan garis sepadan danau menjelaskan




bahwa garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan

sebagai batas pelidung sungai. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Nomor 63/PRT/1993 tentang garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan
sungai dan bekas sungai, garis sempadan adalah garis batas luar pengaman luar. Sedangkan untuk
garis sempadan sendiri merupakan batas yang harus dimiliki oleh sungai itu sendiri agar jika
sewaktu musim hujan dan debit sungai melampaui batas dari penampang sungai. Menurut Siswoko
(2007) dalam Mulyandari (2011) mengenai definisi dan karakteristik daerah bantaran sungai
menjelaskan bahwa bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung
dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar
pengamanan sungai. Daerah manfaat sungai adalah mata air, palung sungai, dan daerah sempadan
yang telah dibebaskan. Sedangkan untuk daerah penguasaan sungai adalah dataran banjir, daerah

retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan.
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Gambar 1

Gambar Garis Sempadan Sungai

DAERAH PENGUASAAN SUNGAI

EBITD > 50 TAHUNAN

DATARAN BANJIR
(“FLOOD PLAIN")

SUNGAI

DATARAN BANJIR |, PaLUNG suNuAIJ DATARAN BANJIR
|

DEBIT /ALIRAN NORMAL - KONDISI BANJIR

(DEBIT DOMINAN)

Sumber: Mulyandari (2011)

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 menyebutkan bahwa
penetapan garis sempadan sungai merupakan upaya agar kegiatan pelindungan, penggunaan dan
pengendalian sumber daya alam yang ada pada sungai termasuk danau atau waduk dapat
dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Tujuan dari penetapan sempadan sungai adalah:

1. Tidak terganggunya fungsi dari sungai maupun danau atau waduk oleh aktifitas yang ada
pada sekitar.

2. Pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai sumber daya alam yang ada dapat memberikan
hasil yang optimal dan dapat menjaga fungsi dari sungai maupun waduk atau danau.

3. Daya rusak yang ditimbulkan akibat aktifitas di sungai maupun danau atau waduk dapat

dibatasi.
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Tabel 2

Kriteria Penetapan Garis Sempadan Sungai

Tipical Driluar Ka Perkolaan Didalam Ka Perkotaan  Pasal
. f Sempadan Sempadan
Na. Tips Sungai mﬁg’; Kriteria Sekurang- Kriteria Sekurang-
Kurangnya Kurangnya
1 Sungail beranggul {diukur &m 3m Pz &
dan kakl tanggul sebelah -
luar )
2 Swungai lak beranggul » Sungai besar 100 m Kedalaman 30m PsT
(diukur dari tepi sungai) d‘\v/_ (Lisas DPS = =20m dan 8
500 Km®)
Kadalaman 15m PeT
Imed 20m dan 2
Sungai kecil E0m lkedalaman 10m Ps7
(Luas DPS < =d.2m dan 2
500 Kim=)
3 DangulWaduk (divkur dan - 50m - S50m Ps 10
tihk pazang tertinggi ke
arah darat )
4 Mata air (=ekitar mata air) - 200 m - 200 m Ps 10
5 Swungai yang terpengaruh - 100 m - 100 m Ps 10
pasang sunut air laut (dari
tepi sungai

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993 pasal 5 s.d 10

Penentuan lebar sempadan sungai berdasarkan hitungan banjir rencana dapat di tentukan
dengan melihat beberapa kajian di lapangan, kajian tersebut adalah kajian fisik ekologi, hidraulika
dan morphologi pada sungai. Penentuan lebar sempadan ini sulit diterapkan pada masyarakat, hal
ini dikarenakan masyarakat kurang paham akan hitungan banjir rencana sendiri. Penentuan lebar
sempadan sungai berdasarkan data fisik ekologi, hidraulika dan morphologi sungai sendiri dapat
lebih mudah dipahami oleh masyarakat dibandingkan hitungan banjir rencana dikarenakan
batasan-batasan dari data fisik ekologi, hidraulika dan morphologi sungai dapat dilihat secara
jelas di lapangan.

Penentuan lebar sempadan sungai juga dijelaskan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 63/1993 yang dipengaruhi oleh pasang surut. Penentuan lebar sempadan sungai pada
sungai yang terpengaruh oleh pasang surut telah ditentukan dengan lebar 100 m di hitung dari tepi
sungai dan hal ini berlaku bagi sungai dengan kriteria perkotaan maupun kawasan luar perkotaan.

Penentuan lebar sempadan sungai juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
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Perumahan Rakyat 28/2015 tentang garis sempadan sungai dan garis sempadan danau. Pada bagian
kedua terdapat Kkriteria penetapan garis sempadan sungai, terdapat 5 (lima) pasal yang mengatur
tentang lebar sempadan sungai.

Dalam penelitian Maryono (2009) menyimpulkan bahwa penentuan lebar sempadan sungai
dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya penentuan lebar sempadan sungai menurut luas
DAS, penentuan lebar sempadan sungai yang terpengaruh pasang surut dan penentuan tepi sungai
sebagai titik acuan garis sempadan sungai. Kajian lebar sempadan sungai yang dilihat dari aspek
luas Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada diklasifikasikan menjadi 4 kategori, kali kecil dari
mata air dengan luas DAS 0-2 km2, kali kecil dengan luas DAS 2-50 km2, sungai sedang dengan
luas DAS 50-300 km2 dan sungai besar dengan luas DAS >300km2. Kajian lebar sempadan sungai
yang dilihat dari aspek pasang surut air laut, garis sempadan sungai yang ada sekurang-kurangnya
100 m dari tepi sungai dan berfungsi sebagai jalur hijau. Kajian lebar sempadan sungai dengan
penentuan tepi sungai sebagai titik acuan garis sempadan sungai ditentukan dengan menentukan
titik tertinggi dari tebing sungai yang berbatasan langsung dengan teras sungai.

Penentuan lebar sempadan sungai dihitung dari tepi sungai ke arah luar sungai. Pada
penelitian ini juga diklasifikasikan menjadi 2 daerah, daerah pedesaan dan perkotaan. Penelitian
Maryono (2009) dihasilkan lebar sempadan sungai pada kawasan perkotaan lebih pendek
dibandingkan dengan lebar sempadan sungai di kawasan pedesaan. Untuk lebar sempadan yang
paling besar berada pada kawasan pedesaan dengan sungai tak bertanggul dan diklasifikasikan
kedalam sungai besar dengan lebar sempadan sungai 100 m. Penentuan lebar sempadan sungai
dengan aspek tepi sungai dapat ditentukan bersamaan dengan masyarakat yang ada disekitar

kawasan sempadan sungai, sedangkan untuk aspek sungai terpengaruh pasang surut dan tsunami
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belum dapat direkomendasikan sebagai acuan dan diperlukan pengkajian ulang pada kondisi
sungai yang terpengaruh oleh pasang surut dan tsunami. Bantaran banjir merupakan lebar antara
titik batas muka air normal sungai dengan titik batas pada saat banjir dengan ukuran muka air
banjir sungai yang sering terjadi pada kondisi sungai tersebut (Hayati et al., 2014). 2.2.3.
Pengelolaan Sempadan Sungai Sempadan sungai merupakan suatu kawasan yang diperlukan oleh
sungai jika terjadi luapan dari sungai. Batas-batas sempadan sungai adalah lebar antara titik muka
air sungai pada keadaan normal dengan titik muka air sungai pada keadaan banjir dalam hal ini
banjir yang sering terjadi pada wilayah sungai tersebut.

Penentuan dalam pengambilan titik-titik batas bantaran banjir sungai dapat dilihat dari
potongan melintang dan memanjang sungai di lapangan. Masing-masing batas sempadan tiap
sungai juga berbeda-beda tergantung dengan kondisi morfologi dari sungai tersebut. Pengelolaan
kawasan sempadan sungai harus berkelanjutan agar pengelolaan yang telah ada menjadi sesuai
dengan yang diharapkan. Menurut Suprapti et al. (2014) terdapat langkah-langkah pengendalian
dan pengawasan sempadan sungai. Langkah-langkah tersebut adalah:

1. Pengendalian dan pengawasan melalui peraturan zonasi.

2. Pengendalian dan pengawasan melalui perizinan.

3. Pengendalian dan pengawasan melalui pemberian insentif dan disensitif.
4. Pengendalian dan pengawasan melalui pemberian sanksi.

Strategi pengendalian dan pengawasan sempadan sungai tidak dapat berjalan dengan lancar
apabila tidak adanya pemahaman yang jelas dari pejabat ataupun aparat yang berwenang dalam
pengendali, pengawasan dan penegakan hukum bagi substansi yang melanggar. Sungai memiliki

peran penting sebagai salah satu sumber daya alam yang perlu dilestarikan guna menunjang
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kehidupan manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pengelolaan sungai khususnya lahan pada
sempadan sungai. Hal ini dikarenakan sungai memiliki peran yang penting dalam kehidupan
manusia, dari keperluan mandi, mencuci, sebagai sumber air baku untuk minum dan sebagainya.
Penelitian Suganda et al. (2009) mengidentifikasikan bahwa perilaku yang tidak memelihara
sungai yang terjadi terkait dengan tingkat pendidikan yang rendah. Pada kondisi sempadan sungai
yang dipadati oleh pemukiman penduduk cenderung mengakibatkan terhambatnya aliran air

sungai dikarenakan banyaknya sampah domestik.

3. Pemanfaatan Sempadan Sungai

Sempadan sungai merupakan suatu kawasan yang harus dimiliki oleh sungai, dalam hal ini
kegunaan dari sempadan sungai itu sendiri adalah lahan resapan air pada saat air sungai tidak dapat
tertampung oleh penampang sungai dan meluap. Tetapi seiring berjalannya waktu, sempadan
sungai sering digunakan oleh masyarakat untuk dijadikan lahan pemukiman, baik bangunan
permanen maupun bangunan semi permanen. Pemanfaatan sempadan sungai sering digunakan
oleh masyarakat guna menunjang kegiatan sehari-hari, salah satu hal pemanfaatan yang dilakukan
masyarakat dengan membangun tempat MCK (mandi cuci kakus) umum di sempadan sungai.

Dalam penelitian Ferianda dan Setiawan (2016) terdapat beberapa faktor yang berpengaruh
terhadap ketidaksesuaian penggunaan sempadan sungai yaitu, ketersediaan fasilitas di sekitar
sungai, keamanan lokasi, tingginya tingkat pendapatan di daerah perkotaan, besarnya peluang
kerja dan kedekatan ke tempat kerja. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993
pasal 11 menjelaskan tentang pemanfaatan daerah sempadan sungai dapat dilakukan oleh

masyarakat untuk berbagai kegiatan diantaranya :
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. Untuk budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan.
. Untuk kegiatan niaga, penggalian dan penimbunan.

. Untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu

pekerjaan.

. Untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum.

. Untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun

kereta api.

. Untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan masyarakat yang tidak

menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai.

. Untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan

air.

Akan tetapi bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang tersebut harus

memiliki ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk olehnya,
serta syarat-syarat yang ditentukan. Dalam Brontowiyono et al. (2010) menyatakan bahwa terdapat
beberapa strategi pengembangan kelembagaan lokal yang diperlukan, antara lain yaitu:

1. Kesiapan pemerintah dalam pembangunan dan pengendalian, baik dari segi kebijaksanaan,

dukungan personalia, anggaran maupun administratif.

. Kesiapan masyarakat setempat.

. Kesiapan pihak-pihak lain dalam menghadapi kemungkinan adanya hambatan dan

dukungan.

Selain pemanfaatan sungai seperti sebagai sumber baku air minum pada masyarakat sekitar

sungai, sungai juga menyediakan sedimen-sedimen yang dibawa dari hulu sungai yang kaya akan
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mineral bumi seperti pasir, agregat (kerikil) dan lain sebagainya yang dimanfaatkan oleh warga
sekitar. Pengambilan sedimen- sedimen yang ada pada sungai, jika tidak dibatasi oleh peraturan-
peraturan yang ada juga dapat menimbulkan dampak yang dapat mengganggu kelestarian sungai
dan bangunan-bangunan yang ada disekitarnya. Penelitian Aryastana (2015) terdapat beberapa
dampak yang ditimbulkan akibat pemotongan batu paras yang berada pada sungai Tukad Petanu,
seperti sebagai berikut:

1. Morfologi sungai menjadi berubah.

2. Daerah pemotongan batu paras menjadi rawan longsor.

3. Terganggunya aliran subak sepanjang sungai.

4. Kotornya sungai akibat penambangan.

5. Rusaknya ekosistem di sekitar penggalian.

6. Terkelupasnya tutupan tanah (rusaknya vegetasi tutupan) menyebabkan tingkat erosi

sungai menjadi tinggi, sehingga suplai sedimen menjadi lebih besar.

7. Kerusakan lahan yng terjadi sulit untuk dipulihkan.

4. Kerentanan Banjir di Sempadan Sungai

Kerentanan banjir merupakan suatu keadaan penurunan ketahanan akibat pengaruh banjir
yang mengancam kehidupan, mata pencaharian, sumber daya alam, infrastruktur, produktivitas
ekonomi dan kesejahteraan. Kerentanan merupakan suatu kondisi dimana dapat menimbulkan
resiko jika suatu kodisi tersebut tidak dapat dikelola dengan baik. Kerentanan merupakan
sekumpulan kondisi atau suatu akibat keadaan (faktor fisik, ekonomi, sosial dan lingkungan) yang

berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Kerentanan
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banjir sendiri merupakan perkiraan suatu wilayah yang memungkinkan atau wilayah yang menjadi
sasaran terjadinya banjir.

Wilayah- wilayah itu sendiri cenderung berada di daerah datar, dekat dengan sungai,
berada di daerah cekungan dan daerah yang sering terjadi pasang surut air laut. Faktor lain yang
menyebabkan wilayah tersebut sering terjadi genangan air ialah kondisi tanah yang memiliki
kelembaban tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Kondisi ini disebabkan karena lahan
tersebut terdiri dari material halus yang diendapkan dari proses banjir dan didukung dengan
kondisi drainase sekitar yang buruk menyebabkan air tidak dapat disalurkan dengan baik,
menyebabkan terjadinya genangan. Kondisi sempadan sungai yang beralih fungsi menjadi tempat
pemukiman dengan infrasruktur yang ada menyebabkan adanya kerentanan banjir di sempadan
sungai. Kerentanan ini ditujukan dengan upaya identifikasi dampak terjadinya bencana berupa
jatuhnya korban jiwa maupun kerugian ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang
terdiri dari hancurnya pemukiman yang berada di sempadan sungai dan saranan prasaran serta
bangunan lainnya.

Dalam penelitian Bungkolu et al. (2017) terdapat beberapa variabel kerentanan independen
yang diamati, kerentanan tersebut adalah:

1. Kerentanan sosial
a. Tingkat Pendidikan
b. Ikatan sosial
c. Interaksi sosial

2. Kerentanan Ekonomi

a. Mata Pencaharian
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b. Tingkat Pendapatan
c. Lokasi Pekerjaan
3. Kerentanan Lingkungan
a. Jenis rumah (rumah panggung/rumah bertingkat/rumah bukan panggung atau bertingkat)
4. Kerentanan program
a. Ada tidaknya bentuk program pemerintah di kawasan rawan banjir. Di samping ke-empat
variabel kerentanan di atas juga terdapat faktor lain yang juga dapat diperhitungkan.

Variabel tersebut ditambah dengan karakteristik dan sejarah masyarakat yang sudah

bermukim di wilayah tersebut, keputusan masyarakat dalam melakukan relokasi maupun

menetap di wilayah tersebut.

Karakteristik sungai juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan masyarakat dalam
melakukan tindakan relokasi atau menetap di kawasan rawan banjir. Penelitian Ajami et al. (2016)
menyebutkan bahwa permasalahan yang ada pada perilaku adaptasi masyarakat sebelum pasca
banjir bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang dampak bahaya dan permasalahan
bencana banjir pada masayarakat sangat baik, tetapi untuk permasalahan yang timbul di antara
masyarakat yaitu kurangnya pemahaman masyarakat untuk membuang sampah pada sungai.
Faktor lain yang berpengaruh berupa fasilitas tempat sampah umum yang ada hanya ada 1unit.

5. Bantaran Sungai

Setiap manusia tentu memiliki kebutuhan untuk keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan-
kebutuhan tersebut digolongkan berdasarkan kepentingannya. Dilansir dari situs resmi
Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, jenis-jenis golongan yaitu primer,

sekunder, dan premie. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pertama yang berkaitan dengan
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mempertahankan hidup secara layak. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang kaitannya
dengan usaha menciptakan atau menambah kebahagiaan hidup. Sedangkan kebutuhan tersier ialah
kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptkana atau meningkatkan harga diri, gengsi, atau
prestise. Salah satu kebutuhan primer adalah tempat tinggal atau rumah. Banyak orang yang
bekerja keras untuk memiliki rumah yang layak dihuni. Namun, ada juga beberapa yang
memanfaatkan lahan seadanya sebagai rumah, misalnya bantaran sungai. Mengapa penduduk
banyak yang tinggal di bantaran sungai? Pada zaman dahulu, sungai adalah sumber kehidupan.
Sehingga orang tinggal di dekat sungai untuk mendekatkan dengan sumber air dan mudah dalam
berpindah tempat dengan menggunakan perahu. Mereka mudah untuk memenuhi kebutuhan
dasar. Namun zaman sekarang orang tinggal di bantaran sungai karena murah. Padahal daerah
bantaran sungai tidak boleh didirikan bangunan. Sehingga ilegal jika mendirikan bangunan di

bantaran sungai. Bangunan ilegal tidak memerlukan izin dan tidak membayar pajak.
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